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Dalam melaksanakan tugas jurnal-
istik, wartawan Solopos dilengkapi 
identitas dan tidak diperbolehkan 
menerima pemberian dalam bentuk 
apapun. Jika pada kesempatan 
pertama wartawan tidak dapat me-
nolak pemberian, maka pemberian 
tersebut akan dikembalikan melalui 
Sekretariat Redaksi dan diumumkan 
di harian ini setiap edisi Senin.

Artikel diketik dengan spasi ganda 
maksimal 6.000 karakter disertai 
riwayat hidup singkat tentang penulis, 
foto penulis, nomor rekening bank 
dan NPWP (jika ada). Artikel harus 
orisinal dan tidak dikirimkan ke media 
massa lain. Setiap artikel yang dimuat 
merupakan pendapat pribadi penulis. 
Artikel yang dimuat menjadi hak 
redaksi Solopos dan dapat diterbitkan 
di media lain yang tergabung dalam 
grup Jaringan Informasi Bisnis 
Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 
dua pekan tulisan tak dimuat, penulis 
berhak mengirimkan ke media 
lain. Honor artikel yang dimuat 
dapat diambil satu pekan setelah 
pemuatan. Pengambilan honor dilayani 
di Sekretariat Redaksi pada hari Senin-
Jumat, pukul 13.00 WIB-18.00 WIB, 
dengan membawa  kartu identitas dan 
fotokopinya yang masih berlaku.
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KAMUS ESPOS

Pemajuan 
Kebudayaan 

Pemerintah mulai 
merumuskan rencana aksi 
pemajuan kebudayaan untuk 
menjalankan amanat UU No. 
5/2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan yang disahkan 
pada 27 April 2017 lalu.

Pada pertengahan 2019 
ditargetkan sudah tersusun 
Rencana Induk Pemajuan 
Kebudayaan yang akan 
digunakan untuk menyusun 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
2020-2024. Langkah awal 
dimulai dengan penyusunan 
pokok pikiran kebudayaan 
daerah kabupaten/kota.

Pokok pikiran kebudayan 
daerah ini disusun oleh 
pemerintah daerah dan 
masyarakat tingkat 
kabupaten/kota yang 
memuat kondisi faktual dan 
permasalahan yang dihadapi 
dalam pemajuan kebudayaan 
beserta usulan solusinya.

Pokok pikiran kebudayaan 
daerah kabupaten/kota 
ini kemudian disatukan 
di tingkat provinsi untuk 
dilakukan kompilasi. 
Proses di provinsi ini yang 
kemungkinan berjalan lama 
karena ada tanggung jawab 
pemajuan kebudayaan lokal 
yang terkait erat dengan 
alokasi APBD.

Dalam UU Pemajuan 
Kebudayaan ada 10 objek, 
antara lain tradisi lisan, 
manuskrip, adat istiadat, 
ritus, pengetahuan 
tradisional, teknologi 
tradisional, seni, bahasa, 
permainan rakyat, dan 
olahraga tradisional. Yang 
paling mendasar dari 
pemajuan kebudayaan 
adalah jangan berorientasi 
materi, program, dan target; 
misalnya sekian museum  
yang diperbaiki, sekian 
permainan rakyat yang 
direvitalisasi, sekian bentuk 
ritual yang dilestarikan, dan 
sejenisnya.

Pemajuan kebudayaan 
hendaknya berorientasi 
lebih mendasar, yaitu aspek 
manusia, kemanusiaan, 
dan kehidupan manusia 
dalam ranah kemanusiaan 
itu. Pemajuan kebudayaan 
menjadi pekerjaan yang 
harus dilakukan simultan 
setiap saat dengan 
melibatkan banyak sektor. 
Langkah demikian tak akan 
tercukupi hanya dengan 
program dan target.

Kebudayaan bukan sekadar 
masalah kalkulasi kuantitatif 
yang bisa memberikan 
manfaat materi sebagai hasil 
kegiatan industri pariwisata. 
Kebudayaan merupakan 
investasi bangsa yang 
harus terus dipelihara dan 
dikembangkan menurut 
potensi kearifan lokal 
yang melibatkan semua 
pendukungnya. 

Program-program yang 
akan dirumuskan hendaknya 
tidak terlalu bersifat formal 
dan birokratis yang justru 
menyulitkan para penjaga 
budaya dan pemerintah 
sendiri. Toh, selama ini para 
penjaga budaya tersebut 
sudah terbiasa mandiri tanpa 
terlalu bergantung pada 
pemerintah.  

Yang tak kalah penting 
adalah sosialisasi UU itu sendiri 
yang harus terus dilaksanakan. 
Seindah-indahnya program 
yang dirumuskan  akan sia-sia 
jika para penjaga budaya justru 
tak tahu mereka dilindungi dan 
mendapat dukungan yang lebih 
daripada sebelum ada UU itu. 

Semua memang butuh 
energi dan waktu. Jika 
semua bersatu padu, 
pemajuan kebudayaan akan 
menuntun arah bangsa 
semakin jelas dan maju. 

l  Presiden menunda 
pembentukan Densus 
Tipikor sampai batas 
waktu yang tidak 
ditentukan.

— Sama saja dengan 
menolak halus.

l  Sebanyak 24 Guru di 
Wonogiri keracunan 
makanan dalam 
workshop peningkatan 
mutu pendidikan.

— Sayang makanannya 
tidak bermutu.

Pada 19 juli 1913 terbit 
artikel berjudul Als ik een 
Nederlander was (Andai 
Saya Seorang Belanda) di 

Majalah De Express. Artikel itu 
menjadi polemik berkepanjangan 
yang mengakibatkan penulisnya 
dipenjara dan kemudian diasingkan 
ke negeri Belanda. 

Ki Hadjar Dewantara, sang 
penulis, merasa perlu melawan 
penguasa kolonial Belanda secara 
terbuka karena dirasa kejam dan 
sewenang-wenang. Dari artikel 
itulah istilah “pribumi” menjadi 
simbol yang menegaskan pamrih 
perjuangan dan harga diri. 

Artikel itu dibuat untuk mengkritik 
anjuran pemerintah kolonial 
Belanda agar masyarakat di negeri 
ini turut merayakan 100 tahun 
kemerdekaan Belanda. Bagi Ki 
Hadjar, bagaimana mungkin satu 
negara merayakan kemerdekaannya 
dan pada saat yang bersamaan 
negara itu menjajah negara lain? 

Dalam artikel itu Ki Hadjar 
menggunakan kata “inlander”, 
ejekan bagi penduduk asli Indonesia 
pada masa penjajahan Belanda 
yang dapat pula diartikan sebagai: 
pribumi. Ki Hadjar dengan sengaja 
menggunakan kata itu karena 
hendak menunjukkan bahwa kaum 
pribumi (yang sering kali dianggap 
tak beradab, uncivilized) juga 
memiliki perasaan sebagaimana 
selayaknya manusia normal.

Artikel tersebut menunjukkan 
bahwa kata ”pribumi” sekaligus 
juga digunakan sebagai wujud 
pembangkangan dan perlawanan 
terhadap keterjajahan. Setelah 
itu kata tersebut memiliki kuasa 
yang tak berhenti dalam deretan 
huruf, namun berpendar dalam 
berbagai wacana dan konsep. 

Istilah pribumi menjadi garis 
demarkasi yang membedakan antara 

yang asli dan tak asli, yang hitam 
dan putih, terjajah dan penjajah, 
serta yang pendek dan tinggi. 
Dalam masa penjajahan kata itu 
menjadi sakral diucapkan karena 
mengandung dua konsekuensi: 
di satu sisi wujud penghinaan 
(direndahkan), tapi di sisi lain 
menjadi simbol perjuangan. 

Dalam wacana kultural kata 
“pribumi” juga menemukan 
ruangnya. Dalam musik misalnya, 
gamelan dianggap sebagai musik 
pribumi (Jawa) yang dibenturkan 
dengan musik klasik berbau Eropa. 
Para misionaris (etnomusikolog) 
Eropa awalnya menganggap musik 
pribumi sebagai hasil budaya 
primitif, terbelakang, dan bercita 
rasa purbawi. 

Berbeda dengan musik klasik 
Barat yang modern dan canggih. 
Kemudian timbul gerakan untuk 
menyejajarkan musik pribumi 
dengan musik Barat. Diawali 
dari karya berjudul Kinanthie 
Sandoong pada 1916. Karya itu 
terilhami dari tembang di Jawa 
(Kinanthie) semasa pemerintahan 
Mangkunagoro IV, namun digarap 
untuk soprano dan piano. 

Berikutnya gerakan untuk 
menyejajarkan musik pribumi 
dilakukan secara sporadis dengan 
mendengung-dengungkan gamelan 
sebagai musik “adiluhung”,  bahkan 
mendirikan sekolah-sekolah 
gamelan. Kata pribumi menjadi 
lazim diucapkan untuk memberi 
penekanan sekaligus pengingat 
bahwa kita adalah kaum terjajah. 

Hal ini memantik semangat 
pemberontakan. Kata yang awalnya 
digunakan untuk “menjinakkan” 
kaum terjajah itu menjadi kata 
yang membangkitkan gairah untuk 
menentang atau memberontak. 
Meminjam Istilah Benedict 
Anderson tentang “kuasa kata”, 

kata pribumi memproduksi nilai 
dan tafsir-tafsir baru. 

Hal ini mengingatkan kita saat 
Orde Baru berkuasa, produksi 
kata yang digunakan kemudian 
sering kali lepas dari arti dasarnya. 
Kata “bapak”, misalnya, menjadi 
sangat sakral dan wigati. Bukan 
semata berkisah tentang orang 
tua, tapi juga kekuasaan yang 
cenderung politis dan absolut. 

Dimensi Mental
Kita lalu menyebut Soeharto 

sebagai “bapak bangsa” dan 
“bapak pembangunan”. Kata 
bapak sekaligus menegaskan 
tentang penghormatan yang 
harus diberikan. Rakyat Indonesia 
adalah anak-anak ingusan yang 
wajib sopan dan takut kepada 
sang bapak. 

Sepatah kata yang dikeluarkan 
adalah produksi citra dari penguasa. 
Pada zaman ini kita lekat dengan 
frasa ”revolusi mental”, pada 
era sebelumnya ada frasa ”lebih 
cepat lebih baik”. Kata-kata itu 
dibuat untuk memberi ingatan 
pada penguasa dan kekuasaan. 

Begitu juga dengan kata 
”pribumi”. Kata itu mengandung 
konsekuensi pada dimensi mental 
saat kita harus mengingat dan 
mengenang nasib buruk bangsa 
ini akibat keterjajahan dan 
perbudakan. Ironisnya kata 
itu pada hari ini menjadi 
sebentuk ruang untuk mengejek, 
menjatuhkan, menyindir, dan 
menghina pihak lain. 

Dengan kata itu, di satu sisi, ada 
upaya untuk menempatkan diri 
sebagai yang terjajah, terzalimi, 
tersakiti, dan teraniaya. Di sisi lain, 
kata itu juga menegaskan tentang 
pembebasan dan kemenangan 
dengan ungkapan ”kini saatnya 
pribumi jadi tuan rumah di 

negerinya sendiri”, sebagaimana  
pidato Gubernur  DKI Jakarta 
Anies R. Baswedan.

Kata ”pribumi” menjadi sangat 
tendensius untuk diungkapkan saat 
negeri ini telah jauh merengkuh 
kemerdekaan. Kata ”pribumi’ 
mengalami penyempitan arti, 
bukan semata berkisah tentang 
terjajah dan penjajah, namun 
juga tentang suku, agama, ras, 
dan golongan. 

Kita kemudian begitu mudah 
menyebut diri pribumi sementara 
yang lain nonpribumi (penjajah?) 
hanya karena perbedaan agama 
dan suku. Kita begitu mudah 
menuduh yang lain berbeda dengan 
kita hanya karena warna kulit, 
mata, dan bentuk fi sik lainnya. 

Hal ini melempar ingatan kita pada 
hinaan-hinaan kaum kolonial yang 
menganggap diri mereka beradab, 
maju, dan modern, sementara 
yang lain adalah sebaliknya. Kita 
seakan-akan dibawa untuk kembali 
mengingat tentang permusuhan 
dan kebengisan. 

Pada konteks tertentu, kata 
”pribumi” menjadi banal untuk 
diucapkan karena hal itulah muncul 
Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 
1998 tentang Menghentikan 
Penggunaan Istilah Pribumi 
dan Nonpribumi dalam Semua 
Perumusan dan Penyelenggaraan 
Kebijakan, Perencanaan Program, 
atau Pelaksanaan Kegiatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan. 

Tujuannya agar tak lagi 
memunculkan konfl ik berbasis 
sentimen suku, agama, ras, dan 
golongan antarsatu dengan yang 
lain. Bagaimanapun juga, negeri 
ini dibangun dari keragaman dan 
perbedaan, tak usah kembali 
dipecah belah dengan bermodalkan 
“kuasa kata” yakni: pribumi dan 
nonpribumi. 

Pribumi dalam 
Kuasa Kata

Aris Setiawan
segelas.kopi.manis@gmail.com

Pengajar di Institut
Seni Indonesia (ISI) Solo

dok

Saya adalah pengirim Pos 
Pembaca berjudul Tanda 
Bukti Pembayaran yang 
dimuat Harian Solopos edisi 13 
Oktober 2017. Setelah keluhan 
saya itu dimuat, manajemen 
Apotek Kimia Farma Jl. 
Adisucipto, Solo, menemui 

saya di rumah saya.
Wakil manajemen apotek 

tersebut menyerahkan 
tanda bukti pembayaran 
kepada saya. Waktu itu, 
sehingga saya utarakan 
di Pos Pembaca tersebut, 
mesin pencetak alat bukti 

pembayaran di apotek itu 
sedang tidak berfungsi.

Dengan demikian keluhan 
dan kritik saya telah 
ditanggapi dengan baik, telah 
diselesaikan dengan baik. 
Sekian dan terima kasih atas 
perhatian dari manajemen 

Apotek Kimia Farma di
Jl. Adisucipto Kota Solo.

Sayoso
Patangpuluhan

RT 002/RW 004,
Gajahan, Pasar Kliwon,

Kota Solo

POS PEMBACA

Manajemen Apotek Kimia Farma Menanggapi dengan Baik

Polemik: perdebatan mengenai 
suatu masalah yang 
dikemukakan secara terbuka 
dalam media massa. 
Contoh: Artikel itu menjadi 
polemik berkepanjangan 
yang mengakibatkan 
penulisnya dipenjara dan 
kemudian diasingkan ke 
negeri Belanda (Solopos, 26 
Oktober, hal. 4). Sumber: 
KBBI versi daring. 

Demarkasi: batas pemisah, 
biasanya ditetapkan oleh 
pihak yang sedang berperang 
(bersengketa) yang tidak 
boleh dilanggar selama 
gencatan senjata berlangsung 
untuk memisahkan dua 
pasukan yang saling 
berlawanan dalam medan 
pertempuran; perbatasan; 
tanda batas. Contoh: Istilah 
pribumi menjadi garis 
demarkasi yang membadakan 
antara yang asli dan tak 
asli, yang hitam dan putih, 
terjajah dan penjajah, serta 
yang pendek dan tinggi 
(Solopos, 26 Oktober, hal. 4). 
Sumber: KBBI versi daring.

Nilainya Rp1.500 triliun 
lebih per tahun. Angka 
tersebut, menurut peneliti 
lembaga Wiratama 

Institute, Stessy Dwijuliandri 
Gultom, merupakan potensi 
ekonomi dari industri makanan 
nasional di Indonesia.

Angka tersebut diproyeksikan 
dari pertumbuhan omzet industri 
makanan di Indonesia hingga 
semester I-2017 yang tercatat 
mencapai Rp1.400 triliun. Hasil 
kajian Wiratama Institute juga 
menunjukkan industri makanan 
di Indonesia merupakan salah 
satu industri yang sangat cepat 
berkembang.

Industri makanan didominasi 
pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) sebanyak 1,57 
juta unit yang mempekerjakan 
3,77 juta jiwa. Perkembangan 
yang amat pesat ini dipengaruhi 
beberapa faktor, seperti pengenalan 
produk, rasa dan kemasan baru, 
pertumbuhan kelas menengah, 
bertumbuhnya toko retail modern, 
dan meningkatnya kesadaran 
akan kesehatan.

Industri makanan dengan 
segala produknya dapat disebut 
sebagai aspek hilir dari pangan 
Nusantara. Bagaimana hulunya? 
Indonesia telah mencanangkan 
upaya mencapai swasembada 
sejumlah komoditas pangan, 
tetapi masih ada pihak yang 
memberi peringatan.

Anggota Komisi VI DPR, 
Bambang Haryo Soekartono, 
menginginkan pemerintah benar-
benar mencegah lahan produktif 
dialihfungsikan, misalnya untuk 
membangun properti, agar impian 
swasembada pangan betul-betul 
tercapai.

Politikus Partai Gerakan Indonesia 
Raya itu mencontohkan saat ini 
ada satu pengembang di Jawa 
Barat yang membangun di lahan 
pertanian produktif sehingga 

seharusnya penegakan hukum 
dilakukan sesuai regulasi tata 
ruang.

Pemerintah sebaiknya mencontoh 
Belanda yang memiliki lahan 
terbatas, tetapi mampu mencukupi 
kebutuhan pangan rakyatnya. 
Sorotan lainnya adalah kebijakan 
impor yang semakin membuat 
petani kehilangan semangat 
mengusahakan produksi dari 
lahan garapan mereka.

Anggota Komisi IV DPR, Firman 
Subagyo, dalam sejumlah kesempatan 
menyoroti permasalahan alih fungsi 
lahan pertanian, padahal saat ini 
Indonesia masih memerlukan 
tambahan lahan pertanian untuk 
memenuhi kebutuhan pangan 
rakyat.

Banyak lahan pertanian 
produktif, khususnya di Jawa, 
yang saat ini telah dialihfungsikan. 
Politikus Partai Golongan Karya 
itu mengingatkan, berdasarkan 
data PBB, pertumbuhan penduduk 
global pada 2050 diperkirakan 
mencapai hingga sekitar 9,3 
miliar orang.

Pangan Lokal
Populasi yang membengkak 

tersebut tentu berpengaruh terhadap 
kebutuhan pangan dunia, termasuk 
Indonesia. Sebagai cara untuk 
memenuhi kebutuhan pangan 
warga Nusantara, pemerintah 
mendorong pengembangan dan 
peningkatan konsumsi pangan 
khas lokal di berbagai wilayah.

Hal tersebut bakal mengurangi 
tingkat ketergantungan terhadap 
beras sebagai makanan pokok 
karena jenis makanan yang 
disantap semakin beragam. 
Dalam perayaan Hari Pangan 
Sedunia 2017 yang digelar di 
Pontianak, Kalimantan Barat, 18-
21 Oktober 2017, digelar lomba 
menciptakan menu dari bahan 
pangan lokal.

Tujuan lomba tersebut untuk 

menciptakan menu makanan 
yang lebih beragam, bergizi, 
seimbang, dan aman berbasis 
sumber daya lokal. Dengan lebih 
memperkenalkan sumber daya 
pangan khas lokal di berbagai 
provinsi diharapkan juga bisa 
menurunkan tingkat konsumsi 
beras nasional.

Pemerintah Provinsi Papua 
mendorong peningkatan produksi 
pangan lokal agar kelak dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat, 
termasuk saat pelaksanaan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX pada 
2020. Dinas Pangan Provinsi Maluku 
Utara meminta para pedagang 
komoditas sayuran di Kota Ternate 
memprioritaskan produksi lokal 
dari kabupaten/kota lainnya di 
provinsi itu dalam memenuhi 
kebutuhan konsumen.

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi 
Tenggara, gencar mempromosikan 
pangan lokal sinonggi, kasuami, 
kambose, dan kabuto atau sikkato 
sebagai panganan khas daerah 
itu. Wali Kota Kendari, Asrun, di 
Kendari, Senin (18/9), mengatakan 
salah satu upaya promosi yakni 
dengan cara bekerja sama dengan 
pengelola hotel, restoran, dan 
rumah makan agar menjadikan 
pangan sikkato sebagai menu 
utama.

Penganan lokal sikkato merupakan 
penganan berbahan nonberas. 
Sinonggi berbahan baku sagu. 
Kasuami berbahan baku singkong. 
Kambose berbahan baku jagung. 
Kabuto berbahan baku ubi kayu. 
Dalam rangkaian peringatan Hari 
Pangan Sedunia itu juga digelar 
seminar bertajuk Menggerakkan 
Generasi Muda untuk Membangun 
Pertanian di Wilayah Perbatasan.

Salah satu pembicara dalam 
seminar itu adalah wakil FAO 
Indonesia, Mark Smulders. Ia 
mengingatkan saat ini di Indonesia, 
sebagaimana juga terjadi di banyak 
negara lainnya, banyak warga 

yang bermigrasi dari daerah rural 
atau kawasan perdesaan.

Bila Indonesia berketetapan 
menjadi lumbung pangan dunia 
sesuai visi pemerintah, tentu saja 
harus ada tenaga kerja yang 
memproduksinya, sedangkan 
lahan pertanian lazimnya ada 
di perdesaan. Kepala peneliti 
Center for Indonesian Policy 
Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, 
ingin pemerintah bersikap proaktif 
mengantisipasi beragam tantangan 
yang bisa menghambat cita-cita 
bangsa mewujudkan swasembada 
pangan.

Beberapa tantangan yang dihadapi 
antara lain bertambahnya jumlah 
penduduk, berkurangnya lahan 
pertanian, dan semakin menuanya 
usia warga yang memilih mata 
pencaharian di sektor pertanian. 
Pemerintah dapat meningkatkan 
integrasi dengan pasar internasional 
dalam rangka menstabilkan harga 
pangan Nusantara.

Ketersediaan komoditas pangan 
akan membuat harga pangan 
stabil dan memperluas akses  
semua lapisan masyarakat, 
apalagi dengan harga pangan 
yang terjangkau, maka pemerintah 
memiliki kemungkinan yang 
lebih besar untuk menciptakan 
ketahanan pangan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat 
untuk Keadilan Perikanan (Kiara), 
Susan Herawati, mengingatkan 
kedaulatan pangan sesungguhnya 
bukan sekadar pencapaian target 
produksi, tetapi juga mengangkat 
harkat kesejahteraan penyedia 
pangan.

Pemerintah juga perlu lebih 
serius menyelesaikan beragam 
permasalahan terkait aktivitas 
pertanian dan perikanan.

Dengan giat mengantisipasi serta 
mengatasi berbagai permasalahan 
tersebut, pada masa mendatang 
cita-cita swasembada pangan 
bukanlah suatu hal yang utopis.

Mengoptimalkan 
Potensi Makanan

Muhammad Razi Rahman
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